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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB — LATIN

Transliterasi  Arab-Latin  yang dipergunakan dalam
penulisan tesis ini adalah berpedoman kepada transliterasi
berdasarkan SK Menteri Kebudayaan Republik Indonesia No. 158
tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem bahasa
Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tesis ini sebahagian
dilambangkan dengan huruf, sebahagian dengan tanda, dan
sebahagian lainnya dilambangkan dengan huruf dan tanda
sekaligus. Dibawah ini dicantumkan daftar huruf Arab dan
transliterasinya dalam huruf Latin.

HURUF | \ama | HURUF NAMA
ARAB LATIN
\ Alif A Tidak dilambangkan
- Ba B Be
< Ta T Te
& Sa S Es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
z Ha H Ha (dengan titik di bawah)
z Kha Kh Ka dan Ha
3 Dal D De
3 Zal Z Zet (dengan titik di atas)
B Ra R Er
B Zai Z Zet
o Sin S Es
8= Syin Sy Es dan Ye
U= Sad S Es (dengan titik di bawah)




o= Dad D De (dengan titik di bawah)
b Ta T Te (dengan titik di bawah)
L Za Z Zet (dengan titik di bawah)
& ‘Ain ‘ Koma terbalik di atas

¢ Ghain G Ge

- Fa F Ef

3 Qaf Q Qi

&l Kaf K Ka

J Lam L El

2 Mim M Em

o Nun N En

3 Waw W We

o Ha H Ha

e Hamzah ' Apostrof

¢ Ya Y Ye

B. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab sebagaimana juga dalam bahasa
Indonesia terdiri dari vokal tunggal, vokal rangkap dan vokal

panjang.

1. Vokal Tunggal
Vokal tunggal dalam bahasa Arab dilambangkan dengan
harkat. Transliterasinya dilambangkan sebagai berikut:

HURUF

TANDA NAMA LATIN NAMA | MISAL | DITULIS
= Fathah A A & as | Hadasa
I Kasrah I I s | Wugifa
_ Dammah U U S50 Ruwiya
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2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa
gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan

huruf, yaitu:
TANDA GABUN
DAN NAMA GAN NAMA | MISAL | DITULIS
HURUF HURUF
z Fathah .
[T . asle ’
ol dan Ya Ai Adan | 2 Alayh
Fathah - -
0 dan Waw Au ADanU | <s8se mawgirf

C. Maddah (Vokal Panjang)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

D. Ta’Marbutah (4)

Transliterasi untuk fa marbiitah ada dua, yaitu: ta marbiitah
yang hidup atau mendapat harkat Fathah, kasrah, dan dammah,

vii

HARKAT HURUF
DAN NAMA DAN NAMA MISAL
HURUF TANDA
g Fathah dan i a dengan
l— Alif atau Ya garis di atas
— Kasrah dan 1 i dengan
¢ Ya garis di atas
Dammah = u dengan .
ST dan Waw o garis di atas A
Contoh:
< mata
=y rama
Ja s gila
S yamiutu



transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbitah yang mati atau
mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata
yang berakhir dengan ta marbiarah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah,
maka ta marburah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

Jeb¥lday, :raudah al-agal

alaldl 4y 2l : al-madinah al-fadilah

&) . al-hikmah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam tulisan Arab
dilambangkan dengan lambang tasydid ( < ) dalam transliterasi ini
dilambangkan dengan huruf ganda, yakni huruf yang sama dengan
huruf yang mendapat syaddah.

Contoh:

déis : panafiyyah

L5 . mu’abbad

Jika huruf < ber-tasydrd di akhir sebuah kata dan didahului
oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (7).
Contoh:

e :‘alt

hoe L ‘arabt

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan huruf (alif lam ma ‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini,
kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti
oleh huruf syamsiah maupun huruf gamariah. Kata sandang tidak
mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan
dengan garis mendatar (-). Contoh:

ol al-gawanin

<@gl al-wagf

Jiweddl :al-syamsu (bukan asy-syamsu)

A3 al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
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G. Hamzah ( #)

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ()
hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata.
Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan,
karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Untuk hamzah yang
terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan ('),
misalnya: (<) ditulis ta'qt. Adapun hamzah yang terletak di
awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab ia
menjadi alif, misalnya: (g\¥!) ditulis intifa’.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa
Indonesia

Kata, istil ah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah
kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa
Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi
bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering
ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut
cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’an),
Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi
bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus
ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilal al-Qur’an

Al-Sunnah gabl al-tadwin

Al-‘Ibarat bi ‘umum al-lafz [a bi khusus al-sabab

I. Lafz al-Jalalah (&)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan
huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa
nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: dinullah dan
billah. Adapun ta marbitah di akhir kata yang disandarkan kepada
lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: rahmatillah

J.  Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All
Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai



ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman
ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf Kkapital,
misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri
(orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat.
Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis
dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan
huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital
(Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari
judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia
ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK,
dan DR).
Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasil

Nasir al-Din al-Tiist

Abu Nasr al-Farabi

K. Modifikasi Ejaan Transliterasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia di tulis seperti biasa
tanpa transliterasi, seperti Sulaiman Rasyid. Sedangkan

nama-nama lain ditulis sesuai dengan kaedah
penerjemahannya, tetapi tidak dimiringkan, misalnya, Al-
Syafi’r.

2. Nama kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti
Mesir bukan Mishr, Beirut bukan Bayrit, dan sebagainya.

3. lstilah asing yang sudah popular dan masuk ejaan bahasa
Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti
tauhid bukan tawhid, hadis bukan hadits, dan sebagainya.
Adapun istilah asing yang belum masuk kedalam kosa kata
bahasa Indonesia, ditulis seperti aslinya dan dicetak miring,
seperti tabyin, '‘amm, dan lain-lain.

4. Tulisan Al-Qur'an diseragamkan menjadi "Al-Qur’an”
dimanapun letaknya dan tidak dimiringkan.



L. Pedoman Abbreviasi (Singkatan)
Ed. = Edisi

Cet. = Cetakan

Jid. = Jilid

him. = Halaman

H. = Tahun Hijriah
M. = Tahun Masehi
W. = Wafat

SWT. = Gl s adlan
SAW. = safde & L
RA. = dic A o)

t.t. = tanpa tahun

t.p. = tanpa penerbit
t.tp. = tanpa tempat penerbit
Terjm. = Terjemahan
Q.S. = Qur’an Surat

H.R = Hadits Riwayat.
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ABSTRAK

Institusi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Nama/NIM : 1lham/221009020

Judul Tesis : Dawabit al-Maslahah Pernikahan di Bawah Umur
Perspektif Maqgasid al-Syari‘ah

Pembimbing : 1. Prof. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, M.C.L., M.A
2. Dr. Jabbar Sabil, M.A

Kata Kunci : Maslahah, Pernikahan, Maqasid al-Syari‘ah

Kekosongan hukum dari pedoman pertimbangan maslahah nikah di
bawah umur menjadikan putusan hakim Mahkamah Syariah saling
berbeda dalam memberikan dispensasi nikah di bawah umur. Oleh
karena itu perlu terdapat rumusan dawabit al-maslahah (Kriteria
maslahat) nikah di bawah umur yang sesuai dengan standar magqasid al-
syari‘ah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana
pertimbangan maslahat dalam pembatasan usia nikah menurut Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019?. (2) Apa saja sebab-sebab penetapan
dispensasi nikah di bawah umur menurut PERMA No. 5 Tahun 2019?.
(3) Bagaimana dawabit al-maslahah pernikahan di bawah umur menurut
perspektif magqasid al-syari‘ah?. Penelitian ini merupakan penelitian
pustaka (Library Research). Jenis data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah jenis data kualitatif dengan penelitian yuridis normatif (metode
penelitian hukum normatif). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
tinjauan maslahat dari pembatasan usia nikah minimal 19 tahun dalam
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menitik beratkan kepada 3
aspek, yaitu: Memelihara hak pendidikan anak, menjaga kesehatan alat
reproduksi anak dan menjaga kematangan jiwa untuk mengurangi angka
perceraian. Sedangkan sebab-sebab yang mengharuskan diberinya
dispensasi pernikahan di bawah umur diantaranya: Terdapat mudharat
yang mendesak (seperti hamil di luar nikah), menjaga harkat dan
martabat manusia (seperti menjaga dari hubungan pacaran yang tidak
sehat), untuk kepentingan terbaik anak (seperti sepasang insan yang
sudah sangat berhajat untuk menikah) dan menjaga hak tumbuh kembang
anak (seperti butuh kepada penanggung nafakah). Adapun dawabit al-
maslahah dalam pertimbangan nikah di bawah umur berdasarkan
maqasid al-syari‘ah, Kiranya terdapat empat perkara yang penting
dipertimbangkan: Pertama, terdapat aib yang mendesak (seperti hamil di
luar nikah). Kedua, terdapat resiko terjadi kemaksiatan (seperti hubungan
pacaran yang tidak sehat). Ketiga, terdapat manfaat besar (seperti
sepasang insan yang sudah sangat berhajat untuk menikah). Keempat,
untuk memenuhi kebutuhan primer (seperti butuh kepada penanggung
nafakah).
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ABSTRACT

Institution : Ar-Raniry State Islamic University Banda Aceh

Name/NIM : Ilham/221009020

Thesis Title : Criteria for the Benefits of Underage Marriage
from Magqasid al-Syari‘ah Perspective

Supervisor : 1. Prof. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, M.C.L., M.A
2. Dr. Jabbar Sabil, M.A
Keywords : Benefits, Marriage, Maqasid al-Syari‘ah

The legal vacuum of the guidelines for considering the benefits of
underage marriage makes the decisions of Sharia Court judges differ in
granting underage marriage dispensation. Therefore, it is necessary to
have a formulation of dawabit al-maslahah (criteria for benefits) for
underage marriage that is in accordance with the standards of maqasid al-
syari‘ah. The formulation of the problem in this study is: (1) How is the
consideration of benefits in limiting the age of marriage according to Law
Number 16 of 2019? (2) What are the reasons for determining underage
marriage dispensation according to Supreme Court Regulation No. 5 of
2019? (3) What is the dawabit al-maslahah for underage marriage
according to the perspective of maqasid al-syari‘ah? This research is a
library research. The type of data used in this study is qualitative data
with normative legal research (normative legal research method). The
results of this study indicate that the review of the benefits of limiting the
minimum marriage age to 19 years in Law Number 16 of 2019 focuses on
3 aspects, namely: Maintaining children's education rights, maintaining
the health of children's reproductive organs and maintaining mental
maturity to reduce the divorce rate. Meanwhile, the reasons that require
dispensation for underage marriage include: There is urgent harm (such
as pregnancy outside of marriage), maintaining human dignity (such as
protecting against unhealthy dating relationships), for the best interests of
the child (such as a couple who are very eager to get married) and
maintaining the child's right to growth and development (such as needing
a guarantor). As for dawabit al-maslahah in considering underage
marriage based on maqasid al-syari‘ah, there are four important matters
to consider: First, there is urgent disgrace (such as pregnancy outside of
marriage). Second, there is a risk of sin (such as unhealthy dating
relationships). Third, there are great benefits (such as a couple who are
very eager to get married). Fourth, to fulfill primary needs (such as the
need for a provider).
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku umum
karena dalam pernikahan manusia menjalani hidup berpasangan.
Allah SWT menegaskan dalam surat Yasin ayat 36, bahwa
berpasangan merupakan fitrah penciptaan semua makhluk:

A :«.E, _oalL SR A MR g - /‘/5.;—:,,2/./ e s
N Lesd Sl a3 o0Vl s Lo les #53¥1 Gle o 1 il

27 =

s L
@Q}.&lﬁ,{

Artinya: “Maha Suci Allah yang menciptakan segala pasangan,
baik dari apa yang ditumbuhkan bumi, maupun dari
mereka sendiri, dan dari apa yang tidak mereka ketahui”.

(QS. Yasin [36]: 36).
Menurut Zainuddin al-Malibari, hakikat pernikahan adalah
akad atau ikatan yang membolehkan hubungan suami istri:

) il cby ablpean dis lepd o cplenly vl 3 gay -1

Artinya: “Nikah menurut bahasa adalah terkumpul dan menyatu.
Nikah menurut syara’ adalah penyatuan yang mencakup
kemungkinan terjadinya hubungan seksual. Dengan
menggunakan kata “nikah” (nikah atau perkawinan), kata
“Nikah” pada dasarnya berarti penyatuan dan majazr
berarti hubungan seksual”.

Kutipan ini menegaskan bahwa hakikat pernikahan adalah
sebuah akad yang menyatukan dua insan untuk membangun
keluarga yang sakinah dan menghalalkan keduanya untuk
berhubungan intim. Sebagaimana akad lainnya, akad nikah juga

!Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya,
(Jakarta: Diponegoro, 2007), him. 443.

2 Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu ‘in Syarh Qurrat al-‘Ayn, dalam
Hasyiyyah I ‘anat al-Talibin, JId. 111 (Jeddah: Haramayn, t.th), him. 245-246.
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tidak luput dari syarat dan rukun sebagai penentu keabsahannya. Di
samping rukun dan syarat, terdapat beberapa hal yang secara
hukum diwajibkan dalam sebuah pernikahan, seperti wajibnya
pemberian mahar dan kematangan usia calon mempelai.

Fakta hukum yang berlaku di Indonesia, melalui Undang-
Undang perkawinan menegaskan bahwa “batas minimal umur
perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur
perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun.® Aturan ini
merupakan syarat administratif dalam legalitas sebuah pernikahan,
dalam arti kata seseorang yang belum mencapai usia 19 tahun,
tidak boleh melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama
(selanjutnya disingkat KUA) secara resmi.

Pembatasan ini dipandang penting untuk menolak mafsadat
dari pernikahan di bawah umur yang tampak dari isi pertimbangan
dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada poin (b) yang
menegaskan bahwa “perkawinan pada usia anak menimbulkan
dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan
tidak terpenuhinya hak dasar anak, seperti hak atas perlindungan
dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak
pendidikan, dan hak sosial anak™.* Dari beberapa dampak mafsadah
pernikahan di bawah umur tersebut disimpulkan menjadi dua
mafsadah yang secara umum akan terjadi pada pelaku pernikahan
di bawah umur, sebagaimana yang dinyatakan oleh Putusan
Mahkamah Konstitusi saat mengajukan pertimbangan kepada para
pihak pembuat undang-undang terkait dampak mafsadat dari
pernikahan di bawah umur, yaitu: Pertama, terjadi diskriminasi hak
atas kesehatan untuk anak perempuan (seperti adanya resiko
bahaya hamil di usia muda dan hilangnya masa tumbuh kembang
anak) . Kedua, terjadi diskriminasi pemenuhan hak atas pendidikan

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Pasal 7 Ayat (1).

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
dalam Pertimbangan poin (b).



wajib bagi anak (seperti putus sekolah akibat pernikahan di bawah
umur).® Berdasarkan pertimbangan ini, pernikahan di bawah umur
menurut Undang-undang Perkawinan merupakan pelanggaran yang
menimbulkan kemafsadatan bagi pelakunya, yaitu terancam
kesehatan anak perempuan yang menikah terlalu dini dan hilang
masa pendidikannya terlalu dini.

Meski begitu, ada kala muncul alasan mendesak untuk
segera dinikahkan karena dampak mafsadat yang lebih besar,
misalnya karena ditakutkan terjadinya zina atau hamil di luar nikah.
Sebagai solusi, Mahkamah Agung menetapkan pengecualian bagi
pernikahan di bawah umur melalui permohonan dispensasi nikah.
Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019
tentang Pedoman Dispensasi Nikah (selanjutnya disebut PERMA
No. 5 Tahun 2019) menjelaskan bahwa dispensasi nikah adalah
proses pemberian izin pengadilan kepada calon pasangan yang
belum berusia sembilan belas (19) tahun”.°

Pengecualian ini juga dijelaskan dalam Undang-undang
perkawinan yang baru pada Pasal 7 ayat (2), disebutkan: “Dalam
hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua
pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan
alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang
cukup”.” Yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak" adalah
keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus
dilangsungkan perkawinan. ®

Pemberian dispensasi nikah di bawah umur ini kiranya
merupakan langkah preventif untuk menolak mafsadat tingkat

SPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/Tahun 2017.

®peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman
Dispensasi Nikah Pasal 1 angka 5.

"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Pasal 7 ayat (2).

®Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2).



tinggi yang diistilahkan dengan “alasan sangat mendesak” dalam
undang-undang perkawinan, maka pemberian  dispensasi
merupakan keputusan yang diambil oleh hakim demi kemaslahatan
pelaku pernikahan di bawah umur, walaupun dari sisi lain
keputusan tersebut tetap terancam dengan mafsadah pernikahan di
bawah umur. Dalam hal ini, seorang hakim Mahkamah Syari’ah
harus bijaksana dan seksama dalam mempertimbangkan antara
tingkat bahaya dua mafsadah yang berbenturan. Langkah
pertimbangan antara dua mafsadah yang berbenturan ini juga
dituntun oleh sebuah kaidah fighiyyah:

Tl oot of il ads g Ladl wad 0 p 5l OLe 2yles 13)
Artinya: “Jika ada dua keburukan atau bahaya yang saling
bertentangan, maka tujuan maqasid al-Syari’ adalah
mencegah bahaya yang lebih besar atau keburukan yang

lebih parah dari keduanya”.

Dalam kaidah lain juga ditegaskan:
Ulaginl OSL 1,2 Lgelisl gy Oldda )15 13)
Artinya: “Bila berbenturan antra dua mafsadah, maka harus
dihindari yang paling besar mudharatnya dengan cara
melakukan yang lebih ringan”.

Berpijak pada kaidah ini, seorang hakim boleh memberikan
dispensasi nikah di bawah umur dengan tujuan menghindari
ancaman mafsadat yang lebih besar. Meski keputusan tersebut
melanggar aturan dasar dalam Undang-undang Perkawinan, tetapi
mengingat mafsadat yang lebih besar jika tidak segera dinikahkan,
dengan terpaksa pernikahan di bawah umur dilakukan demi
mencegah mafsadat yang lebih besar tersebut.

Dispensasi nikah di bawah umur telah ditetapakan antara
lain di Mahkamah Syar’iyah Kabupaten Pidie Jaya pada tanggal 21
Juni 2022, dinyatakan bahwa pengajuan dispensasi nikah di bawah

®Muhammad Sa‘ad ibn Ahmad ibn Mas‘ad al-Yabi, Magasid al-
Syari‘ah al-Islamiyyah, (Riyad: Dar al-Hijrah, 1998), him. 451.

jalal al-Din ‘Abd al-Rahman al-Suyiti, Al-Asybah wa al-Naza'ir,
(Beirut: Dar al-Fikr, 2011), him. 87.



umur yang diajukan oleh keluarga Mizzaturrahmah yang akan
dinikahi oleh Muhammad Yunus dikabulkan berdasarkan
pertimbangan bahwa antara mereka berdua telah terjalin hubungan
yang sudah sangat akrab, sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-
hal negatif yang akan timbul dari dampak keakraban hubungan
tersebut, oleh karena itu dengan dipimpin oleh Hakim Dr. Jakfar,
S.H., M.H serta dihadiri oleh keluarga Mizzaturrahmah selaku
pihak yang mengajukan dispensasi, akhirnya Hakim mengabulkan
permohonan dispensasi tersebut tepat pada tanggal 21 Juni 2022.*
Putusan pemberian dispensasi nikah di bawah umur dalam
kasus tersebut merupakan langkah preventif untuk menolak
kemudharatan yang lebih besar menurut hakim, yaitu terancam
terjadinya zina atau hubungan yang melampaui batas, walaupun di
sisi lain keputusan tersebut telah masuk dalam mafsadah lain, yaitu
hilangnya hak pendidikan dan terancam kesehatan reproduksi
akibat pernikahan yang terlalu dini. Keterwujudan antara maslahat
dan mafsadat dalam realitas sering sekali bercampur baur, sehingga
sulit sekali mempertimbangkannya dan dalam hal ini diperlukan
kaidah farjih maslahat. Ibn ‘Abd al-Salam menyatakan:
Flall e Jazi) g Sl izt anlal) SIS, ALl aadi Lol Gy
AR M\.LUJ
Artinya: “(Faedah) maslahat murni sedikit sekali, demikian pula
mafsadat murni, yang banyak itu campur baur maslahat

dan mafsadat”.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa maslahat tidak mudah

dimurnikan dari unsur mafsadat, begitu juga dalam pernikahan di
bawah umur, di dalamnya terdapat maslahat dan mafsadat yang
harus benar-benar dipertimbangkan. Dalam hal ini, Ibn ‘Abd al-
Salam menegaskan bahwa maslahat bisa dipertimbangkan berdasar
akal sehat. Berikut ungkapan beliau:

Ygyrat Keputusan Hakim Mahkamah Syariah Kabupaten Pidie Jaya
terkait Dispensasi Nikah oleh Muhammad Yunus dan Mizzaturrahmah pada
tanggal 21 Juni 2022. Akses 19 Januari 2025.

Ibn ‘Abd al-Salam, Qawa ‘id al-Ahkam fi Masalih al-Anam, (Beirut;
Dar al-Kuttb al-‘Ilmiyyah, 1999), him. 14.
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Artinya: “Kebanyakan maslahat dan mafsadat duniawi bisa
diketahui dengan akal sehat, demikianlah halnya

kebanyakan ketentuan syariat”.
Pertimbangan maslahat dan mafsadat efek ini juga sangat

penting dilakukan untuk menentukan kelayakan pemberian
dispensasi, karena larangan pernikahan di bawah umur yang
merupakan konsep sadd al-zari’ah, terkadang lebih utama harus
dipertahankan diketika nyata dominasi mafsadat terhadap maslahat.
Ibn ‘Asyiir sebagai salah seorang pengikut Mazhab Maliki,
menyatakan:

dmlas o JWsdids ide joeb wie Lo Al dy G il jlaels

ESWREES N R AU RSN PR WA

Artinya: “Tinjauan syariat terhadap sadd al-zZari ‘ah terwujud ketika
nyata dominasi mafsadat sebagai akibat atas maslahat
asal, maka ini adalah al-zari‘ah yang wajib ditutup
jalannya”.

Berdasarkan keterangan ini, maka melihat kadar maslahat-
mafsadat efeknya dalam suatu kasus hukum adalah sebuah
keharusan untuk dapat menemukan hukum tersebut. Sebagaimana
gambar ilustrasi berikut ini:

Kadar Maslahat-Mafsadat

Maslahat
4

Dardriyyah
(Primer)

Hajivyah
(Sekunder)

Tahsiniyyah
(Tersier)

_ Maf-

Tahsiniyyah  Hajivyah Dardgriyyvah sadat
(Tersier) (Sekunder)  (Primer)

Gambar. 01: Penetapan nilai berdasar kadar maslahat-mafsadat

BIbn ‘Abd al-Salam, Qawa ‘id al-Ahkam..., him. 8.
Y“Muhammad al-Tahir Ibn ‘Asyir, Magasid al-Syari‘at al-Islamiyyah,
(Kairo: Dar al-Salam, 2005), him. 50.



llustrasi ini menunjukkan perbuatan maslahat pada taraf
primer bisa menimbulkan mudarat pada taraf sekunder dan primer.
Demikian pula sebaliknya perbuatan mafsadat bisa menimbulkan
maslahat dan seterusnya. Untuk dapat mengetahui maslahat yang
berbaur dengan mafsadat, banyak ulama yang telah merumuskan
kaidah tarjiz untuk memilih maslahat yang lebih dominan. Karena
syariat tidak mengambil sisi lemah dari sebuah pertimbangan
hukum, sebagaimana penegasan kaidah berikut:

Cless jlasY) Ssake pé i Ul dgh
Artinya: “Sisi yang lemah (marjih) tidak dimaksudkan secara
syar'i”.

Di antara ulama yang telah merumuskan kaidah zarjih untuk
mempertimbangkan maslahat adalah al-Ghazali yang menectapkan
tiga syarat tarjih maslahat, yaitu: Pertama, syarat kulliyyah, artinya
masalah yang dihadapi menyangkut hajat hidup orang banyak.
Kedua, syarat gat‘iyyah, artinya maslahat atau mafsadat yang
terkandung tidak diragukan. Ketiga, syarat dariirah, maslahat atau
mafsadat pada kasus yang dihadapi merupakan kebutuhan primer
(al-darirah).*®

Kaidah farjih maslahat ini kiranya masih sangat umum
untuk diterapkan kedalam kasus-kasus tertentu, begitu juga dalam
kasus pernikahan di bawah umur. Karena bila diimplementasikan
ke dalam konsep magdasid al-syari’ah, maka menjaga hak
pendidikan anak merupakan aspek hifzh ‘agl (memelihara akal),
sedangkan menjaga anak dari hubungan terlarang merupakan aspek
hifz al-din (memelihara agama), Aifzh ‘irdh (menjaga kehormatan)
dan hifz al-nasab (memelihara keturunan). Untuk dapat
mempertimbangkan maslahah yang lebih dominan, diperlukan
kaidah tarjih maslahat yang memenuhi standar magasid al-

15Jabbar Sabil, Magasid Syariah, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2022),
hlm. 287. Lihat juga: Abdul Karim Ibn Abdullah al-Khudair, Ta ‘lig ‘ala al-
Muwafaqat, (t.tp, tp, 1426), him. 15.

Abu Hamid Al-Ghazali, Al-Mustasfa fi “llm al-Ugil, (Beirut: Dar al-
Kutub al-‘IImiyyah, 2000), him. 175.



syari’ah. Karena maslahat adalah perwujudan dari memelihara
magqasid al-syari’ah yang lima. Sebagaimana penegasan dalam
sebuah kaidah:
JsoVl odn sty Lo Sy dmbias 5gh dmad) Joo¥) Lais iy L S
Mihias Lgndyg Sinde 533
Artinya: “Setiap hal yang mengandung pemeliharaan al-usul al-
khamsah adalah maslahat, dan setiap hal yang
merusaknya adalah mafsadat, dan menolak mafsadat

adalah maslahat”.
Dalam hal ini, Ibn ‘Asyiir menetapkan empat kriteria

maslahat yang memenuhi standar magqasid, yaitu: Bersifat tetap (al-
subut), bersifat jelas (al-zuhar), bersifat terukur (al-indibar), dan
bersifat konsisten (al-iftirad).*® Empat kriteria ini menjadi syarat
untuk menetapkan bahwa maslahat pada kasus tertentu telah
memenuhi  standar  magasid  al-Syari‘ah. Untuk  dapat
mengimplementasikan keempat kriteria maslahat tersebut ke dalam
kasus-kasus pernikahan di bawah umur, kiranya penting terdapat
sebuah penelitian yang menguraikan maksud masing-masing dari
keempat Kriteria maslahat tersebut, menganalisa sisi maslahah dan
mafsadat yang terdapat dalam kasus pernikahan di bawah umur dan
merumuskan dawabit maslahah pernikahan di bawah umur dengan
berpedoman pada kriteria maslahat yang memenuhi standar
magqasid al-syari ‘ah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik
menyusun sebuah karya ilmiah yang merumuskan dawabit
maslahah pernikahan di bawah umur dengan berpedoman pada
kriteria maslahat yang memenuhi standar magqasid al-syari‘ah
dalam bentuk tesis dengan judul “Dawabit al-Maslahah (Kriteria
Maslahat) Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Magasid al-
Syari‘ah”.

YMuhammad Sa‘id Ramadan al-Bati, Dawabiz al-Maslahah fi al-
Syari’ah al-1slamiyah, (Dimasyqi: Universitas Al-Adhar, 1965), him.119.

Muhammad al-Tahir Ibn ‘Asyir, Magasid al-Syari‘at al-Islamiyyah,
(Kairo: Dar al-Salam, 2005), him. 50.



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka pembahasan
pokok yang menjadi inti dalam penelitian ini yaitu:
1. Bagaimana pertimbangan maslahat dalam pembatasan usia
nikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?
2. Apa saja sebab-sebab penetapan dispensasi nikah di bawah
umur menurut PERMA No. 5 Tahun 2019?
3. Bagaimana dawabit al-maslahah pernikahan di bawah
umur menurut perspektif magqgasid al-syart ‘ah?

C. Tujuan Penelitian
Adapaun tujuan yang perlu ditemukan dalam penyusunan
penelitian ini antara lain:
1. Untuk menganalisa pertimbangan maslahat dalam
pembatasan usia nikah menurut Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019.
2. Untuk menganalisa sebab-sebab penetapan dispensasi nhikah
di bawah umur menurut PERMA No. 5 Tahun 2019.
3. Untuk menjelaskan dawabit al-maslahah pernikahan di
bawah umur menurut perspektif magasid al-syart ‘ah.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan
praktis:
1. Manfaat teoritis
Secara teori diharapkan penelitian ini dapat menambah
pengetahuan tentang legalitas pernikahan di bawah umur dan
menambah pebendaharaan referensi tentang dawabit al-maslahah
dalam pertimbangan hakim tentang dispensasi pernikahan di bawah
umur menurut perspektif al-magqasid al-syart ‘ah.

2. Manfaat praktis
Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memenuhi
syarat kelulusan Program Magister (S2) di Universitas Islam
Negeri Ar-Raniri Banda Aceh dan menjadi rujukan bagi pembaca
selanjutnya. Dengan adanya pembahasan ini, maka penulis telah
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berperan aktif dalam membahas problematika figh modern.

E. Penjelasan Istilah

Sebelum lebih jauh membahas karya ilmiah ini, terlebih
dahulu penulis jelaskan istilah-istilah yang ada di dalam judul
penelitian ini  untuk menghindari kesalahpahaman pembaca
terhadap istilah tersebut. Adapun beberapa istilah tersebut adalah:

1. Dawabit

Kata dawabit merupakan bentuk jamak (plural) dari kata
dabit yang secara bahasa berarti ketetapan atau batasan.
Sebagaimana keterangan al-Jarjant berikut:

e e le a3 Lyl

Artinya: “Dabit menurut bahasa adalah kata lain dari ketetapan”.

Secara istilah, dabit didefinisikan sebagai batasan/ketentuan
yang khusus berlaku pada satu bab. Sebagaimana penjelasan Ibn

Najim al-MisrT saat membedakan antara pengertian kaidah dan
dabit berikut:

Lilally ¢ 58 Ol o Loy aed Buclill OF saelilly Lol o 3,4l

Tasls b e Lenet

Artinya: ‘“Perbedaan antara dabir dan kaidah bahwa kaidah dapat
menghimpun banyak cabang masalah dari beberapa bab
yang banyak, sedangkan dabit menghimpun cabang
masalah hanya dari satu bab”.

Jadi dabit adalah batasan permasalahan yang terhimpun

hanya dalam satu bab dengan satu macam batasan. Sebagaimana
yang dijelaskan Imam Taj al-Subki berikut:

bdsle (3 a5 8 oo aniall gl o 69 psnall s Jan Ladll OISO
Y\bw‘j-é_;

% Alf bin Muhammad al-Sayyid al-Sharif al-Jarjani, Mu jam al-Ta'rifat
al-Jarjani, (Kairo: Dar al-Fadilah, t.t), h. 387.

“Ibn Najim al-Misri, Al-Asybah wa al-Nazair, (Beirut: Dar al-Kutiib al-
‘Ilmiyah, 1999), him.137.

2 Tgjuddin Abdul Wahab Ibn Tagiyuddin al-Subki, Al-Asybah wa al-
Nazair, JId.1, (Beirut: Dar al-Kuttib al-‘Ilmiyah, 1991), him.11.
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Artinya: “Jika maksudnya adalah untuk membatasi permasalahan
dengan satu macam dari pada beberapa macam batasan
tanpa meninjau pada pemahamannya, maka yang
demikian disebut dabit”.

Adapun yang penulis maksud dari kata dawabit dalam
penelitian ini adalah sebuah batasan atau kriteria untuk dijadikan
pedoman khusus dalam mempertimbangkan kemaslahatan pada
pernikahan anak di bawah umur.

2. Al-Maslahah

Secara etimologis, kata “maslahah” merupakan mashdar
mimi? yang berasal dari kata saluha-yasluhu-salahan-sulithan
berarti “membawa kebaikan”. Secara terminologi, Syaikh
Ramadan al-Butt mendefinisikan maslahah sebagai berikut:

Tilas ggh duadl JooW) o Lads azn L IS U L
Artinya: “Magasid al-Syori’ pada makhluk ciptaan-Nya berkisar
pada memelihara 5 perkara, yaitu memelihara agama,

Jiwa, akal, keturunan dan harta. Segala yang bertujuan
memelihara lima perkara ini, maka itu adalah maslahah”.

Sedangkan  menurut  Imam  Al-Gazali, maslahah
didefinisikan dengan:

H?b;lw ).@_9 IS Jj,pfﬁ\ oda

Artinya: “Maslahah yang kami maksud adalah menjaga tujuan
syariat. Sedangkan tujuan syariat terhadap makhluk

?Mashdar mimi adalah kata mashdar yang diawali dengan huruf mim.
Louis Ma’luf, Al-Munjid fi al-lughah wa al-A'lam, (Beirut: Dar al-Masyriq, t.t),
him. 23.

“Muhammad Sa‘id Ramadan Al-Biti, Dawabiz Al-Maslahah fi al-
Syart’ah al-1slamiyah, (Dimasyqi: Universitas Al-Adhar, 1965), him.119.

**Aba Hamid Al-Gazali, Al-Mustasfa min Iim al-Usil, (Beirut: Dar al-
Kutiib al-‘Ilmiyah, 1980), hlm. 286.
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adalah 5 perkara, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, nasab
atau keturunannya serta harta bendanya. Maka segala
yang mengandung pemeliharaan lima prinsip dasar
tersebut, itu adalah maslahah”.

Adapun maslahah yang penulis maksud dalam penelitian
ini adalah segala bentuk keputusan hukum yang dipertimbangkan
dengan tujuan untuk memelihara lima magqasid al-syari’ah, yaitu
memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

3. Pernikahan di Bawah Umur

Nikah secara bahasa berarti bergabung atau berkumpul,

sebagaimana keterangan Zainuddin al-Malibart:

Yect\.d:.-y‘j (..445\ ix) gng C&:J\
Artinya: “Nikah menurut bahasa adalah terkumpul dan menyatu”.
Sedangkan menurut istilah, nikah memiliki dua makna,
yaitu akad dan hubungan badan, berikut keterangan al-Malibart:

“_;Jajl\ 69
Artinya: “Menurut istilah syara’, nikah adalah akad yang
mengandung pembolehan hubungan seksual dengan
menggunakan kata ‘“nikah” (nikah atau perkawinan).
Nikah secara hakikat berarti akad dan secara majazi

berarti hubungan seksual”.
Nikah yang penulis maksud di sini adalah suatu agad yang

menghalalkan sepasang manusia melakukan hubungan suami istri
dengan menggunakan lafadh nikah atau kawin. Sedangkan maksud
umur yang penulis maksud di sini adalah usia seseorang pada saat
melakukan pernikahan yang menurut Undang-Undang perkawinan
No.16 tahun 2019 ditetapkan berusia 19 tahun bagi laki-laki dan
perempuan.?’

257 ainuddin Al-Malibari, Fath al-Mu’in Syarh Qurrah al-‘Ain, Jid. 111,
(Jeddah: Haramain, t.t), him. 245-246.

26Zainuddin Al-Malibari, Fath al-Mu ..., him. 245-246.

?"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Pasal 7 Ayat (1).
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Maka yang penulis maksud dengan “pernikahan di bawah
umur” dalam penelitian ini adalah suatu agad yang mengikat
sepasang manusia dalam ikatan janji hidup bersama sebagai suami
istri, namun keduanya atau salah satunya masih di bawah usia 19
tahun.

F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis telah melakukan kajian
terdahulu, yaitu menelaah beberapa karya ilmiah yang memiliki sisi
relevansi dengan penelitian penulis ini, di antaranya:

1. Fitri Yanni Dewi Siregar dan Jaka Kelana dengan jurnal
yang berjudul "Kesetaraan Batas Usia Perkawinan Di
Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam, Journal of Islamic
Family Law, Vol. 5, No. 1 Januari 2021. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa besarnya peran hukum agama
termasuk hukum Islam dalam hal perkawinan di Indonesia
membuat perlu adanya kajian terkait kesetaraan batas usia
minimal perkawinan. Berdasarkan hasil kajian dalam
tulisan ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kesetaraan
batas usia minimal telah berkesuaian dengan hukum Islam.
Dengan terbitnya peraturan perundang-undangan baru yang
menyetarakan batas usia minimal perkawinan laki-laki dan
perempuan, menjadi salah satu langkah positif di bagi setiap
warga negara Indonesia tak terkecuali umat Islam untuk
memperjuangkan hak asasi manusia. Dalam hal ini, penulis
juga berpendapat bahwa perlu adanya revisi pada Pasal 15
ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk menyesuaikan
batas usia minimal perkawinan dengan Undang-undang
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.?
Penelitian ini memiliki sisi relevansi dengan penelitian

8Fitri Yanni, dkk., Kesetaraan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia
Dari Perspektif Hukum Islam, Journal of Islamic Family Law, Vol. 5, No. 1
Januari 2021. Diakses melalui https://jurnalfasya. iainkediri.ac.id/ index.php/
mahakim/article/ download/130/ 115.pdf.
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penulis dari sisi sama-sama meneliti terkait dengan umur
pernikahan, namun penelitian ini memfokuskan pada
analisis kesetaraan usia nikah antara laki-laki dan
perempuan menuurt tinjauan hukum Islam, sedangkan
penelitian penulis lebih memfokuskan pada kriteria
maslahah sebagai pedoman pertimbangan dispensasi nikah
di bawah umur.

2. Nor Fadillah dengan jurnal yang berjudul "Urgensi
Pembatasan Umur Perkawinan Dalam Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Perspektif
Sadd Adz-Dzari’ah)", Vol. 10, No. 2 (2022). Hasil dari
penelitian ini yaitu pembatasan umur dalam perkawinan
memang tidak ditemukan secara tertulis dalam Al-Qur’an
dan Hadis, akan tetapi dalam Al-Qur’an dan hadis
menyebutkan anjuran pernikahan untuk orang yang sudah
baligh serta mampuuntuk menikah. Perkawinan yang
dilaksanakan dengan mengabaikan pembatasan umur akan
melahirkan dampak negatif yaitu dari segi psikologis,
sosial, kesehatan reproduksi, resiko ketika melahirkan, dan
perceraian. Kualitas dampak negatif tersebut termasuk
kriteria dzari’ah yang kemungkinan besar (ghalabah dzan)
akan terjadi dan harusdicegah dengan cara memberikan
pembatasan umur, pembatasan umur merupakan hal yang
penting karena ia menjadi salah satu faktor yang
mendukung tercapainya tujuan dari perkawinan yaitu
membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah.?®
Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis
pada sama-sama meneliti terkait dengan umur pernikahan,
namun penelitian ini  memfokuskan pada urgensi
pembatasan usia nikah perspektif sadd al-dzari’ah,

®Nor Fadillah, Urgensi Pembatasan Umur Perkawinan Dalam
Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Perspektif Sadd Adz-
Dzari’ah), Vol. 10, No. 2 (2022). Diakses melalui https://jurnal.uin-
antasari.ac.id/ index.php/ tashwir/ article/view/ 7492.pdf.
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sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan pada
kriteria maslahah  sebagai pedoman pertimbangan
dispensasi nikah di bawah umur perspektif maqasid al-
syart’ah.

3. Hasanuddin Hasim dengan jurnal yang berjudul
"Penghapusan Aturan Batas Usia Perkawinan Dalam
Sistem Hukum Indonesia”, Vol. 1, No. 1 (2022). Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa aturan batas usia
perkawinan di Indonesia tidak sejalan dengan nilai-nilai hak
asasi manusia karena memarginalkan hak warga negara
dalam menjalankan ajaran-ajaran agama yang diyakininya
dalam menentukan hidupnya. Aturan batas usia perkawinan
dalam pelaksanaannya juga menimbulkan problematika
pada aspek yuridis, sosiologis (kultur), dan teologis di
Indonesia.*® Penelitian ini memiliki kesamaan dengan
penelitian penulis pada sama-sama meneliti terkait dengan
umur pernikahan, namun penelitian ini lebih cenderung
melakukan penelitian sebagai upaya penghapusan aturan
pembatasan usia nikah, sedangkan penelitian penulis lebih
mendukung kepada adanya aturan pembatasan usia nikah
disamping mencari sisi kemaslahatan dalam pembolehan
nikah di bawah umur.

4. Ilham Adriyusa dengan judul tesis; “Perikahan dini (Studi
Kasus Di Kecamatan Putih Kabupaten Bener Meriah”.
Tesis Universitas Islam Negeri Ar-Rairy, Aceh tahun
2020.*' Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor
terjadinya pernikahan dini adalah karena pergaulan bebas,
faktor ekonomi, yang berdampak terhadap pesikologi
masyarakat disana, sedangkan pandangan masyarakat

*Hasanuddin Hasim, Penghapusan Aturan Batas Usia Perkawinan
Dalam Sistem Hukum Indonesia, Vol 1 No 1 (2022). Diakses melalui
https://ejurnal. iainpare.ac.id/ index.php/ sultan_htn/ article/view/ 3217/1077.pdf.

'|lham Adriyusa, Perikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Putih
Kabupaten Bener Meriah, Tesis Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, (Aceh:
Universitas Islam Negeri Ar-Rairy, 2020), him. 121.
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terhadap pernikahan dini di Kecamatan Putih ada yang
negatif dan ada yang positif. Penelitian lham Adriyusa ini
memiliki kesamaan dengan penelitian penulis pada sama-
sama membabhas terkait pernikahan usia dini atau di bawah
umur, namun perbedaannya dalam penelitian Iham
Adriyusa ini lebih memfokuskan kasus pernikahan usia dini
saja dengan mengambil studi kasus, sedangkan penelitian
yang penulis lakukan adalah kajian komparasi tentang
batasan usia kawin menurut Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 dan fikih Syafi‘iyyah. Penelitian ini memiliki
kesamaan dengan penelitian penulis pada sama-sama
meneliti terkait dengan umur pernikahan, namun penelitian
ini menempuh penelitian studi kasus di lapangan dengan
objek penelitian di Kecamatan Putih Kabupaten Bener
Meriah, sedangkan penelitian penulis menempuh studi
pustaka dengan magqasid al-syari’ah sSebagai konsep
teorinya.

. Nur Ihdatul Musyarrafa dengan jurnal yang berjudul "Batas
Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab
Terhadap Batas Usia Nikah", Shautuna; Jurnal Mahasiswa
Perbandingan Mazhab, Vol. 1, No. 3, September 2020.
Hasil penelitian ini bahwa Islam sendiri tidak membatasi
usia ideal dalam pernikahan. Namun secara umum yang
lazim dikenal adalah sudah balig, berakal sehat, mampu
membedakan dengan yang baik dengan yang buruk
sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah,
sampainya waktu seseorang untuk menikah (bulug an-
nikah),dengan kata “rusyd”. Para fugaha berbeda pendapat
tentang batas usia pernikahan, dimana mazhab Syafi’i dan
Hanbali berpendapat bahwa usia ideal dalam pernikahan
ialah 15 tahun, sedangkan Abu Hanifa berpendapat bahwa
usia kedewasaan datang pada saat umur 19 tahun bagi
perempuan dan 17 tahun bagi laki-laki, lain halnya dengan
imam Malik berpendapat bahwa usia ideal kedewasaan
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yaitu 18 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.®
Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis
pada sama-sama meneliti terkait dengan umur pernikahan,
namun penelitian ini memfokuskan pada manhaj qault
dengan menganalisa pandangan Imam Mazhab tentang
batasan usia pernikahan, sedangkan penelitian penulis lebih
memfokuskan pada kriteria maslahah sebagai pedoman
pertimbangan dispensasi nikah di bawah umur perspektif
magqasid al-syari’ah.

. Moch Nurcholis dengan jurnal yang berjudul "Usia Nikah
Perspektif Magashid Perkawinan: Telaah Syarat Usia
Minimum Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor:22/PUU-XV/2017*, Jurnal Tafagquh Vol.
8, No. 1 (2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Landasan akademik penetapan syarat usia perkawinan
dalam hukum Islam ditemukan dalam penjelasan surat al-
Nisa’ ayat 6, hadis shahih riwayat Abdullah ibn Umar,
kaidah ushuliyyah, dan kaidah fighiyyah. Menurut hukum
Islam penyamaan usia perkawinan telah bersesuaian dengan
asas persamaan (al-musawah). Penyamaan usia perkawinan
memiliki korelasi positif dalam mewujudkan magashid
perkawinan berupa menjaga keturunan, membetuk keluarga
sakinah mawaddah wa rahmah, dan menjaga pertalian
nasab.® Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian
penulis pada sama-sama menganalisa magashid pernikahan
untuk meninjau status pembatasan usia nikah, namun
penelitian ini memfokuskan pada syarat-syarat batas
minimum usia nikah, sedangkan penelitian penulis lebih
memfokuskan pada kriteria maslahah sebagai pedoman

2Nur lhdatul Musyarrafa, Batas Usia Pernikahan Dalam Islam;

Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah, Shautuna; Jurnal
Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol. 1, No. 3, September 2020, him.31.

*Moch Nurcholis, Usia Nikah Perspektif Magashid Perkawinan:

Telaah Syarat Usia Minimum Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor:22/PUU-XV/2017, Jurnal Tafagquh VOL. 8 NO. 1 (2020), him.7.
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pertimbangan dispensasi nikah di bawah umur.

7. Alif Aradia dengan jurnal yang berjudul "Efektivitas Batas
Usia Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 Di Lampung Timur", Jurnal Hukum Keluarga Islam,
Vol. 1, No. 1, 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Berdasarkan data yang diperoleh, permohonan dispensasi
nikah yang dikabulkan di Pengadilan Agama Sukadana
memang cukup banyak. Hal ini menunjukkan bahwa batas
usia dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2019 belum
begitu efektif di Pengadilan Agama Sukadana dilihat dari
adanya sekitar 65 pasangan dari diresmikannya UU No 16
Tahun 2019 yang akan menikah di usia muda pada Januari
2020 - Mei 2021, dimana hampir 80% jumlah permohonan
dispensasi dikabulkan oleh pihak pengadilan. Batas usia
nikah dalam undangundang nomor 16 tahun 2019 belum
efektif. Angka pernikahan dini masih cukup tinggi di daerah
Lampung Timur yang dilihat dari banyaknya permohonan
dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sukadana yang
dipengaruhi oleh faktor mendesak yang mengharuskan
dikabulkannya dispensasi nikah.** Penelitian ini memiliki
kesamaan dengan penelitian penulis pada sama-sama
meneliti terkait dengan umur pernikahan, namun penelitian
ini menempuh studi kasus tentang efektivitas batas usia
nikah di Lampung Timur, sedangkan penelitian penulis
menempuh studi pustaka dalam mencari kriteria maslahah
sebagai pedoman pertimbangan dispensasi nikah di bawah
umur berdasarkan magqasid al-syari’ah sebagai konsep
teorinya.

8. Nuramanah Amalia dengan jurnal yang berjudul "Konsep
Baligh dalam Al-Quran dan Implikasinya Pada Penentuan
Usia Nikah Menurut UU Perkawinan”, Jurnal Al-Qada'u

% Alif Aradia dengan jurnal yang berjudul "Efektivitas Batas Usia Nikah
Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Lampung Timur", Jurnal
Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No. 1, 2021, him. 38.
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Volume 8, Nomor 1, Juni Tahun 2021. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Undang-Undang perkawinan terkait
pembatasan usia perkawinan dalam Pasal 7 Undang-undang
No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dianggap sudah tidak
relevan lagi digunakan untuk konsep saat ini. Alasannya
ada beberapa aspek yang perlu di perhatikan untuk
melangsungkan perkawinan diantaranya aspek kesehatan
bagi seorang perempuan, karena berdasarkan beberapa riset
mengemukakan bahwa perempuan yang melahirkan di usia
yang belum matang akan beresiko meninggal dunia,
kemudian dari aspek terhentinya pendidikan, maksudnya
perempuan yang akan melanjutkan pendidikan di jenjang
yang lebih tinggi lagi akan terhenti, kemudian akan
membatasi kreatifitas mereka, kemudian dari segi ekonomi,
budaya, agama semua itu perlu di pertimbangkan.®
Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis
pada sama-sama meneliti terkait dengan usia nikah menurut
Undang-Undang Perkawinan, namun penelitian ini lebih
memfokuskan pada konsep baligh pada penentuan usia
nikah, sedangkan penelitian penulis disini memfokuskan
pada konsep magqasid al-syari’ah dalam mencari Kriteria
maslahah sebagai pedoman pertimbangan dispensasi nikah
di bawah umur.

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah penulis

telusuri, terdapat sisi relevansi dengan beberapa penelitian lain
yang sama-sama mengkaji tentang usia pernikahan, namun di sisi
lain terdapat juga perbedaan dengan penelitian yang ingin penulis
kaji, karena penelitian ini lebih memfokuskan pada rumusan
dawaobit al-maslahah pernikahan di bawah umur sebagai pedoman
pertimbangan dispensasi nikah di bawah umur berdasarkan konsep
maqasid al-syari ‘ah.

**Nuramanah Amalia, Konsep Baligh dalam Al-Quran dan Implikasinya

Pada Penentuan Usia Nikah Menurut UU Perkawinan, Jurnal Al-Qada'u Volume
8, Nomor 1, Juni Tahun 2021, him.77.
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G. Kerangka Teori

Dalam konsep penentuan maslahat secara umum, dalam hal
ini juga termasuk dalam mencari maslahat pada pernikahan di
bawah umur, kiranya dapat merujuk pada rumusan Kkriteria
maslahat yang telah dijelaskan oleh Muhammad Sa’id Ramadhan
Al-Buthi berikut:

e a8 @L';J\ Lolis o @L.’:J\ dolie 3 Ll Jo¥) Layladl

ez Lo JSG I el el i) il s eel A bais (8
3\ J}‘pﬁﬂ oda Q}q Lo ij ,2\.>=lw ).@.9 LI JWY\ ol i~
slnds g9gb (FOCPY
Artinya: “Kriteria yang pertama adalah termasuk bagian dari
magqasid al-Syari’, magasid al-Syari’ pada seluruh
makhluk ini hanya berkisar pada memelihara 5 perkara,
yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Segala
sesuatu yang bertujuan untuk memelihara lima perkara
ini, maka itu adalah maslahat, dan yang menghilangkan
dasar-dasar ini atau sebagiannya, maka itu mafsadah”.
Ada lima magasid al-syari’ah yang menjadi rujukan dalam
mencari mashlahah untuk menentukan sebuah hukum, yaitu;
memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Lima konsep
magqasid al-syari’ah Ini juga ditegaskan oleh Ibnu ‘Asyur dalam
karya monumentalnya sebagai berikut:

Jts] 32 (G L degose LIS cod Baguaall a2l sdag
ritlas o3 3 pladl dolie Gdimd caid bl dble o2 LUl
Lo Slygall bis e S IS oy e Ll ) @
JST @ Al Oheadl el a B (W ¢l ¢ Janlg ¢ uilly ¢l

Maalizad e bl flas 2 1 Y, al

*®Muhammad Sa‘id Ramadan al-Bati, Dawabir Al-Maslahah fi al-
Syari’ah al-1slamiyah, (Dimasyqi: Universitas Al-Adhar, 1965), him.249.

$"Muhammad Thahir Ibnu Asyur, Magashid al-Syari'ah al-1slamiyah,
(Kuwait: Kementrian Perwakafan dan Urusan Islamiyah, t.t), him. 12.
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Artinya: “Hukum Syari’ah yang terpelihara ini diberlakukan
dimanapun, bukan hanya untuk membawa orang-orang
di bawah keagungan agama. Namun, hukum ini
ditetapkan untuk mencapai tujuan syariah, dalam
menegakkan kepentingan mereka baik dalam agama
maupun dunia secara bersamaan, dan dalam setiap
hukumnya adalah menjaga lima kebutuhan: yaitu
(agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) yang menjadi
landasan pembangunan yang dianut setiap agama, dan
tanpanya kepentingan dunia tidak akan terlaksana
dengan baik”.

Dalam mengkaji konsep magqasid al-syari’ah, Nuruddin al-
Khadimi menjelaskan bahwa magasid al-syari’ah itu ibarat pisau
bermata dua yang dapat digunakan untuk menarik kebaikan dan
bisa juga disalahgunakan untuk menimbulkan kerusakan. Berikut

ungkapan beliau:
G Ll (St 95 2o kel Wolll OF pskesy
S oy Gy Ooladlly Sy al (U ik Sy (g el
S19oT S Maely caralinng angis Baay olad) 10s dbl=Y) radadlly slolall
u,«\.:.U g,l; [ZINZJ0) lréﬂggj (o> Ay ailei day cd@\jﬁbj dub
ANy L) gie a5y (R 2l RaAL) (g dlan
Artinya: “Merupakan hal yang maklum bahwa konsep magasid al-
syari’ah 1tu ibarat pisau bermata dua. Tujuan tersebut
dapat digunakan untuk kebaikan dan kebajikan, dan
dapat digunakan untuk mendatangkan keburukan,
kemungkaran dan kerusakan. Oleh karena itu, menjadi
kewajiban para ulama dan orang terpelajar untuk
mengetahui ilmu ini, mengetahui isi dan implikasinya,
serta memiliki alat, mekanisme, dan kendalinya, agar
dapat menerapkannya dengan cara yang logis, dan
dengan cara yang memuaskan, yang membawa

kepentingan dan legitimasi masyarakat yang sebenarnya,
serta menolak kerusakan dan kebinasaan dari mereka”.

®Nuruddin Ibn Mukhtar al-Khadimi, 1lm al-Magashid al-Syari’ah, Jid.
I, (Dimasyqi: Maktabah al-Ubaikan, 2001), him.7.
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Dalam hal penentuan maslahat pada usia nikah anak di
bawah umur tidak terlepas dari mempertimbangkan maqasid al-
syari’ah yang lima, dimana seorang wali harus mempertimbangkan
kebaikan si anak dalam pernikahannya, baik untuk agamanya,
jiwanya, akal, keturunan dan hartanya. Disamping itu, sebuah
maslahat disyaratkan tidak bertentangan dengan nash yang sharih,
sebagaimana penjelasan berikut:

VI 08T Y R dmball Ofy osadl ol dmbas VOO Leld 3y
T esadl 3515 1

Artinya: “Kami sungguh telah mendahulukan pembahasan bahwa
tidak ada kemaslahatan yang keluar dari nash dan
kemaslahatan yang hakikat tidak ada kecuali pasti masuk
dalam pemahaman nash”.

Keterangan ini juga didukung oleh penjelasan Muhammad

Musthafa al-Zuhaili dalam menjelaskan gambaran maslahat sebagai

berikut:

Cibgng Glae Inl o 93ls aede daglly el Je S CBas 3 O

Tasis ol @il ud bani ped (3 dniidly i) 3y s
Artinya: “Sesungguhnya berlaku penggunaan orang yang mengurus
perkara atas perkara yang diurusnya dan [luzim perkara
tersebut di atas mereka, baik mereka menghendakinya
atau enggan, tergantung atas adanya hasil dan manfaat
dalam kandungan penggunaan tersebut, baik secara agama
ataupun secara duniawi”.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa
maslahat yang dimaksud dalam syariat tidak harus memandang
kepentingan agama saja, namun dianggap juga kemaslahatan
dengan memandangan kepentingan duniawi. Kemudian Musthafa
al-Zuhaili melanjutkan penjelasannya:

*Ali Muhammad Juraisah, Al-Mashlahah al-Mursalah Muhawalah li
Basthiha, (Madinah: Al-Jami’ah al-Islamiyah, 1977), him. £5.
“Musthafa al-Zuhaili, Al-Qawa’id al-Fighiyyah..., him. £9°.
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Artinya: “Pekerjaan para wali yang dapat berlaku atas hal-hal yang
menjadi wewenangnya, wajib terbina atas kemaslahatan
bagi jamaah yang dijaganya dan kebaikan mereka,
karena para wali, yaitu pemimpin dan orang-orang
selainnya, bukan berbuat untuk diri mereka sendiri, akan
tetapi mereka merupakan wakil dari umat dalam
mengurus dengan yang terbaik dalam kepengurusannya
untuk menegakkan keadilan, menolak kezaliman,
menjaga hak dan akhlak, menetapkan keamanan,
menyebarkan ilmu pengetahuan, membersihkan semua
dari kerusakan, memastikan tiap-tiap kebaikan untuk
umat dengan perantara yang terbaik dari pada segala

urusan yang dianggap sebagai kemaslahatan umum”.
Dalam pertimbangan mashlahah kasus-kasus hukum harus
berdasarkan magasid al-syari’'ah yang lima, oleh karena itu dalam
mempertimbangkan mashlahah pun harus disesuaikan dengan
urutan prioritas dari magqasid al-syari’ah yang lima, dimana Syaikh
Muhammad Ramadhan al-Buthi juga menjelaskan bahwa
pertimbangan mashlahah untuk agama harus lebih diprioritaskan
dari pada mashlahah untuk nyawa, nyawa harus lebih
diprioritaskan dari pada akal, akal harus lebih diprioritaskan dari
pada kehormatan/keturunan dan mashlahah untuk
kehormatan/keturunan harus lebih diprioritaskan dari pada
mashlahah untuk harta.”? Namun bila terdapat dua mashlahah yang
berlawanan pada satu sumber maqgashid al-syari’ah, Syaikh
Muhammad Sa’id Ramadhan Al-Buthi menjelaskan ada tiga

“'Musthafa al-Zuhaili, Al-Qawa’id al-Fighiyyah..., hlm. €47,
*?Ramadhan Al-Biiti, Dhawabith Al-Maslahah..., him.249.

23



langkah pertimbangan yang harus diperhatikan secara berurutan,
berikut penjelasan beliau:
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Artinya: “Pertimbangan yang dapat digunakan untuk memilih
mashlahah yang lebih diprioritaskan dengan memandang
dari tiga sisi: Sisi yang pertama adalah Memandang
tingkat prioritas dari sisi tingginya mashlahah itu sendiri.
Sisi yang kedua adalah Memandang tingkat prioritas dari
sisi kadar luas pengaruhnya. Sisi yang ketiga adalah
Memandang tingkat prioritas dari  sisi  kuat
keberhasilannya atau tidak™.

Berdasarkan penjelasan ini, diketahui bahwa kendatipun

banyak dalil yang membuktikan keabsahan pernikahan anak di
bawah umur, namun berdasarkan ijtihad para ulama, keabsahan
pernikahan anak di bawah umur tersebut harus didasari dengan
adanya kemaslahatan, karena kedudukan seorang wali dalam
menikahkan anaknya yang masih di bawah umur adalah ibarat
sebagai pengganti atau orang yang mewakilkan kuasa anak tersebut
dalam melakukan akad nikah, maka sebagai seorang pengganti,
wali harus bertindak dan memutuskan berdasarkan kemaslahatan.
Oleh karena itu, dalam pertimbangan maslahat pernikahan di
bawah umur hendaknya harus mempertimbangkan kriteria maslahat
yang memenuhi standar magasid al-syari’ah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Mengutip pendapat Soerjono Sukanto, bahwa: “Penelitian
merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk
memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu

*3Ramadhan Al-Buthi, Dhawabith Al-Maslahah..., him.249.
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pengetahuan”.** Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.
Penelitian kualitatif disebut juga dengan penelitian naturalistic.
Disebut kualitatif karena sifat data yang dikumpulkan bukan
kuantitatif dan tidak menggunakan alat-alat pengukur statistik.
Disebut naturalistic karena situasi lapangan penelitian bersifat
wajar, tanpa dimanipulasi dan diatur oleh eksperimen dan tes.*

Mengingat objek penelitian ini adalah mengenai teks-teks
kitab, buku, jurnal dan perundang-undangan tentang Kkriteria
maslahah dalam dispensasi nikah di bawah umur, maka penelitian
ini  merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian
kepustakaan (library research), yaitu: serangkaian kegiatan yang
berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca
dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.*®

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum
normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, sesuai dengan karakter
hukum yang preskriptif, maka penelitian hukum adalah suatu
proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum,
maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang
dihadapi.*” Kajian ini dilakukan untuk menemukan prinsip hukum
yang tersebar dalam teks kitab dan buku-buku tentang dawabit al-
maslahah, maka pengumpulan data dilakukan dengan metode
penelitian kepustakaan (library research).*®

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas
dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang
bermanfaat maka analisis dilakukan secara yuridis normatif, yaitu
dengan meneliti bahan-bahan hukum secara kepustakaan.*® Bahan-

*4Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press,
1996), him. 20.

“**Nasution, Metode Penulisan Naturalistik Kualitatif (Bandung: Tarsito,
1988), him. 18.

*®Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Obor
Indonesia, 2004), him. 3.

* Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2005),
him. 35.

BMestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan..., him. 3.

*9Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif,
Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), him. 13.
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bahan yang dimaksud adalah berupa prinsi-prinsip, teori-teori,
konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang
berhubungan dengan pokok bahasan.*® Bahan hukum dikumpulkan
sesuai dengan ruang lingkup penelitian ini, lalu dilakukan analisis
untuk menarik asas dan prinsip hukum sebagaimana terdapat dalam
kitab-kitab figh sebagai sumber tertulis.
2. Sumber Data
Penelitian hukum normatif ini merujuk pada bahan hukum
dan bahan nonhukum. Adapun bahan hukum primer, sekunder dan
tersier dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Bahan Hukum primer
Bahan hukum primer adalah bahan rujukan utama dalam
penelitian ini, yaitu Al-Qur’an dan Hadis yang merupakan rujukan
utama dalam Hukum Islam, dan penelitian ini merujuk pada
berbagai kitab figh dan ushiil figh, di antaranya:
1) Dawabit Al-Maslahah fi al-Syari’ah al-lslamiyah karya
Muhammad Sa‘id Ramadan al-Buti,
2) llm al-Magqasid al-Syari’ah karya Nuruddin Ibn
Mukhtar al-Khadimi,
3) Magasid al-Syart'ah al-1slamiyah karya Muhammad
Tahir Ibnu ‘Asyiir,
4) Qawa‘id al-Ahkam fr Masalih al-Anam Karya lbn
‘Abd al-Salam,
5) Tuhfah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj karya lbn al-
Hajr Al-Haitami, dan
6) Al-Figh al-Islam wa Adillatuhu karya Wahbah al-
Zuhaill.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam kajian ini meliputi literatur-
literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji yang
berasal dari kitab-kitab figh dan wshal figh, buku, jurnal, artikel,
tesis dan segala bentuk karya tulis ilmiah dan digunakan juga
referensi terjemahan Al-Qur’an serta hadis.

*¥Sperjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif..., him. 13.
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c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang
memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun
data tersier dalam penelitian ini adalah kamus hukum, ensiklopedi
hukum, Kamus Bahasa Arab-Indonesia dan Kamus Besar Bahasa
Indonesia. Adapun bahan nonhukum adalah hasil penelitian, baik
yang dipublikasi maupun tidak.

3. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan,
maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi
dokumentasi. Langkah yang dilakukan adalah menghimpun data
dan informasi dari Al-Qur’an, hadis dan berbagai literatur, yakni
berupa kitab-kitab klasik dan buku-buku. Dari sekian banyak data
yang terkumpul, dipilih mana yang tergolong data primer (data
utama) dan data sekunder (data pendukung), selanjutnya data
tersebut diklasifikasikan menurut pembahasan.*

4. Teknik Analisis Data

Mengingat kajian tentang dawabit al-maslahah dalam
pernikahan di bawah umur ini termasuk penelitian hukum normatif,
maka analisis dilakukan dengan metode deduktif, yaitu bertolak
dari proposisi umum yang kebenarannya sudah diyakini dan
berakhir pada kesimpulan yang khusus.®> Analisis ini bersifat
kualitatif, sebab tidak mempergunakan angka-angka, akan tetapi
berdasarkan atas data yang terdapat dalam kitab-kitab figh dan
perundang-undangan. Data-data tersebut disusun secara sistematis,
lalu diolah dan diteliti serta dievaluasi. Penafsiran dan evaluasi
dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dicatat satu persatu
untuk dinilai kemungkinan persamaan jawabannya.”* Adapun
langkah teknis analisis sebagai dapat diuraikan sebagai berikut:

*!Iskandar, Metodologi Penelitian Pustaka, (Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia, 2006), him.134-135.

2Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2005), him. 12.

5% Jabbar Sabil, Logika dan Penalaran Hukum (Depok: RajaGrafindo
Persada, 2024), him. 100.
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a. Reduksi data

Jumlah data yang diperoleh cukup banyak, maka untuk bisa
mereduksinya haruslah dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi
data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan
pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Oleh karena itu
penulis melakukan organisasi data ke dalam kategori, penjabaran
ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola,
memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari serta
membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri
maupun orang lain.>* hasil reduksi inilah yang dimasukkan ke
dalam penyajian data.

b. Penyajian Data
Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam
bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan
sejenisnya. Penyimpanan dan penyajian ulang adalah bagian
terpenting dalam proses manajemen data, sebab diperlukan untuk:*®
1) Menjaga ketepatan alur data yang tersedia.
2) Memudahkan pemanfaatan dan penggunaan data.
3) Mendokumentasikan hasil analisis sehingga dapat
diverifikasi ulang.

Kata yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian data
harus menunjukkan ketiga keperluan tersebut, sebab data mentah
tidak bisa segera dianalisis, harus dikoreksi, diperluas, disunting
dan diketik ulang. Di sisi lain kualitas data pun menuntut peneliti
untuk melakukan cek silang selama proses penyimpanan (storage)
serta penyajian ulang (retrieval) data.

c. Verifikasi atau penyimpulan Data
Penulis memeriksa kualitas data melalui validasi dan

$Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2016),
him. 89.
®Huberman & Miles, “Manajemen data dan Metode Analisis,” dalam

Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln (ed.). Handbook of Qualitative
Research, terj. Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari, cet. |
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), him. 594.
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objektivikasi.>® Data kepustakaan divalidasi dengan memperkaya
deskripsi,”” yaitu dengan merujuk komentar para editor ataupun
pentahkik. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat
sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat
yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan
yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti
yang valid dan konsisten saat peneliti kembali mengumpulkan data,
maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang
kredibel. Sementara dalam analisis bahan-bahan hukum, penulis
melakukan penalaran deduktif,®® baik dengan metode penyimpulan
langsung mapun tak langsung,>®

I. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, isi karya ilmiah dalam penelitian ini
dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab pertama yaitu bab pendahuluan yang terdiri dari latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian dan penjelasan istilah.

Bab kedua yaitu kerangka teori yang meliputi kajian
pustaka dan landasan teori tentang tinjauan umum maslahah,
gambaran umum konsep nikah yang meliputi definisi, dasar
hukum, syarat dan rukun nikah, mafasid perzinaan, dan gambaran
umum tentang magqgasid al-syari’ah.

Bab ketiga yaitu bab pembahasan yang meliputi hasil
penelitian tentang pertimbangan maslahat dalam pembatasan usia nikah

menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sebab-sebab penetapan
dispensasi nikah di bawah umur menurut PERMA No. 5 Tahun 2019 dan

*°Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data (Depok:
RajaGrafindo Persada, 2014), him. 78.

*"John W. Creswell, Research Design (California: SAGE Publication Ins.,
2009), him. 26.

8 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum..., him. 12. Deduktif
adalah penalaran untuk menganalisis data yang bertolak dari proposisi umum
yang sudah diyakini benar dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus.

*%Sabil, Logika dan Penalaran Hukum, hlm. 148. Metode penalaran
deduktif dilakukan dalam dua cara: 1) penyimpulan secara langsung melalui
oposisi dan konversi; 2) penyimpulan tak langsung melalui silogisme.
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dawabit al-maslahah pernikahan di bawah umur menurut perspektif
maqasid al-syart‘ah

Bab ke empat adalah bab penutup, membahas tentang
kesimpulan dan saran-saran.
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